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ABSTRAK 

 
Administrasi perpajakan merupakan prioritas reformasi perpajakan. Negara Indonesia 

melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan demi meningkatkan penerimaan 

dalam negeri dari sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak mengindikasikan 

meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sanksi 

perpajakan merupakan alat penegakan hukum agar wajib pajak dapat memenuhi semua 

kewajiban perpajakannya. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui 

pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib 

pajak. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur dan populasi pada 

penelitian adalah WP OP efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. 100 orang digunakan 

menjadi sampel yang ditentukan dengan metode accidental sampling. Data penelitian 

bersumber dari kuesioner yang disebarkan kepada responden dengan teknik analisis regresi 

linear berganda sebagai teknik analisis data yang digunakan. Hasil analisis penelitian 

ditemukan adanya pengaruh positif variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, 

strategi organisasi, budaya organisasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Denpasar Timur. 

Kata kunci: modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak 
  

 

ABSTRACT 

 
Tax administration is a priority of tax reform. Indonesian state to modernize the tax 

administration system in order to enhance domestic revenue from the tax sector. Increased 

tax revenues indicate increased taxpayer compliance in performing their tax obligations. 

Tax penalty is a law enforcement tool so that taxpayers can fulfill all taxation obligations. 

The purpose of this study was to determine the influence of modernization of system 

administration and tax penalties on taxpayer compliance. Location of the research 

conducted in KPP Pratama Denpasar Timur and population used in this study is an WP 

OP effective in KPP Pratama Denpasar Timur. 100 people used a sample of which is 

determined using accidental sampling method. The research data come from 

questionnaires distributed to respondents with multiple linear regression analysis as data 

analysis techniques. Results of the analysis reveal any variable positive influence 

organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, 

organizational culture and tax penalties on taxpayer compliance in KPP Pratama 

Denpasar Timur. 

Keywords: modernization of the administrative system, tax penalty, taxpayer compliance 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia menempati posisi keempat negara dengan penduduk 

terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa (www.bps.go.id). Untuk 

menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan 

pembangunan di berbagai sektor secara terus-menerus. Penerimaan dari dalam 

negeri dan luar negeri adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk 

pembangunan nasional tersebut. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian 

negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya 

dari sektor pajak (Kartikaputri, 2013). Hal tersebut karena pajak merupakan 

sumber penerimaan yang memiliki umur tidak terbatas berbeda dengan 

penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang bersifat tidak dapat diperbaharui 

dan mempunyai umur terbatas (Setyawati, 2013). 

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai suatu 

kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dengan orang pribadi dan badan 

sebagai yang terutang serta bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. 

Menurut Kartikaputri (2013), penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tulang 

pungung dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). Hal tersebut dapat disimak dari kontribusi penerimaan sektor pajak pada 

APBN periode 2010-2014 yang disajikan Tabel 1. 
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Tabel 1. 

Kontribusi Penerimaan Pajak pada APBN 

Tahun 2010-2014 (dalam trilliun rupiah) 
Thn APBN Penerimaan pajak Penerimaan pajak terhadap APBN 

(%) 

(1) (2) (4) (5) 

2010 995,3 723,3 72,6 

2011 1210,6 873,9 72,1 

2012 1338,1 980,5 73,2 

2013 1502,0 1148,4 76,4 

2014 1635,3 1246,1 76,2 

Sumber: NK-RAPBN yang telah diolah 

Berdasarkan Tabel 1 kontribusi penerimaan pajak pada APBN rata-rata lebih 

dari 70 persen, yang berarti penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam 

negeri yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional dan 

pembiayaan negara. Melihat begitu besarnya peranan dari sektor pajak, membuat 

pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan 

perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi 

perpajakan dengan menyempurnakan segala kebijakan yang dikeluarkan dan 

mempermudah system administrasi perpajakan (Fasmi, 2012). 

Reformasi perpajakan bertujuan untuk membentuk suatu negara agar 

memiliki perekonomian yang mandiri sehingga mampu dalam membiayai 

pembangunan nasional. Perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana 

serta pembenahan aparatur perpajakan merupakan dampak dari terlaksananya 

reformasi perpajakan (Rapina, dkk, 2011). Prioritas dari reformasi perpajakan 

yaitu reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan pada akhir tahun 2001 

(Madewig, 2013).  

Adanya pelaksanaan tax service dan tax enforcement yang terjadi akibat 

kondisi administrasi perpajakan akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak (Rahman, 2011). Jika sistem administrasi perpajakan dan sanksi 
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perpajakan yang diterapkan secara tegas dapat menunjukkan dan mendeteksi 

wajib pajak yang tidak melakukan tugas-tugas pajaknya maka kepatuhan wajib 

pajak dapat didorong peningkatannya (Rosdiana, dkk, 2011). 

Menurut Nasucha dalam Sofyan (2005) terdapat empat dimensi dari 

reformasi adminitrasi perpajakan, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, 

strategi organisasi, dan budaya organisasi. Pelaksanaan pemodernisasian 

administrasi perpajakan merupakan reformasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 

yakni berupa perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi kantor pelayanan 

pajak yang awalnya berdasarkan jenis pajak menjadi kantor pelayanan pajak 

berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan dengan pembentukan account 

representative dan compliant centre, kemajuan teknologi dengan adanya 

pelayanan berbasis e-sytem, serta diterapkannya Kode Etik Pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak (Rapina, dkk, 2011). 

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegakan hukum perpajakan 

melalui diterapkannya sanksi perpajakan (Rahayu, 2010). Sebagai jaminan atau 

alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak maka dilakukan penegakan hukum 

melalui diterapkannya sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2011). Jatmiko (2006) 

menyatakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak akan terlaksana 

apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak akan lebih banyak 

merugikannya.  

Kepatuhan WP OP pada lokasi penelitian yakni di KPP Pratama Denpasar 

Timur mengalami fluktuasi pada periode 2010-2014. Ketidakstabilan yang terjadi 

pada tingkat kepatuhan WP OP menjadi alasan peneliti untuk melakukan 
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penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan 

WP OP di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur. WP OP dipilih sebagai 

subjek pada penelitian ini karena WP OP memiliki peluang lebih besar dalam hal 

penghindaran maupun penunggakan pajak (Solich, 2001).  Besarnya tingkat 

kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 

Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur 

Periode 2010-2014 
 

No. 

 

Tahun 

WPOP 

Terdaftar 

WPOP 

Efektif 

WPOP yang 

menyampaikan 

SPT 

% 

Kepatuhan 

1 2010 78.699 70.021 26.965 34,27% 

2 2011 85.601 71.775 32.838 41,74% 

3 2012 91.240 70.490 35.372 38,76% 

4 2013 95.737 69.349 35.135 36,69% 

5 2014 100.703 69.817 30.445 30,23% 

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2015 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa persentase kepatuhan WP OP 

yang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi 

selama tahun 2010-2014 meskipun jumlah WPOP tiap tahunnya meningkat. 

Persentase kepatuhan WP OP pada tahun 2010 sebesar 34,27 persen mengalami 

peningkatan pada tahun 2011 menjadi sebesar 41,74 persen. Namun, mulai dari 

tahun 2012-2014 tingkat kepatuhan WP OP mengalami penurunan, yaitu 38,76 

persen pada tahun 2012 menurun menjadi 36,69 persen pada tahun 2013 dan 

terakhir pada tahun 2014 kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun menjadi 

sebesar 30,23 persen. 

Selain hal tersebut, penelitian ini kembali dilakukan karena terdapat 

inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi 

perpajakan di berbagai wilayah, serta penelitian sebelumnya lebih banyak 

menggunakan pengusaha kena pajak sebagai subjek penelitian dibandingkan 
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wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka 

perumusan masalahnya, yaitu: 1) apakah modernisasi sistem administrasi 

perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar 

Timur, dan 2) apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak 

di KPP Pratama Denpasar Timur. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah modernisasi 

sistem administrasi dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Sedangkan manfaatnya baik secara 

teoritis maupun praktis adalah sebagai wacana untuk menambah informasi, 

referensi dan wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih luas berkaitan 

dengan modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib 

pajak dalam upaya peningkatan penerimaan negara. 

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang digunakan 

dalam penelitian. Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang 

diberikan. Kepatuhan wajib pajak itu sendiri merupakan perilaku yang didasarkan 

pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan 

tetap berlandasakan pada peraturan perundang-undangan  (Rahayu, 2010). 

Nasucha dalam Rahayu (2010) mengidentifikasikan kepatuhan wajib pajak 

sebagai bagaimana seorang wajib pajak patuh dalam melakukan pendaftaran diri, 

melaksanakan penyetoran SPT, penghitungan dan pembayaran besarnya pajak 

terutang, dan patuh dalam pembayaran pajak yang tertunggak. 
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Sanksi perpajakan merupakan alat penegakan hukum atau jaminan agar 

wajib pajak dapat memenuhi semua tugas-tugas perpajakannya atau dengan kata 

lain agar wajib pajak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan (Mardiasmo, 2010). United States Government Accountability Office 

dalam Indriyani (2014) mengatakan bahwa dilaksanakannya pemberian sanksi 

pajak dilakukan dengan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan wajib 

pajak. 

Dirjen Pajak dalam rangka melakukan perbaikan kinerja baik individu, 

kelompok, atau lembaga perpajakan agar pelaksanaannya lebih cepat dan praktis 

melakukan yang namanya suatu reformasi administrasi perpajakan. Reformasi 

administrasi ini mempunyai dua tugas utama, yakni pertama adalah efektivitas 

dalam peningkatan jumlah kepatuhan pajak dan yang kedua adalah efisiensi yang 

dilakukan dalam rangka menurunkan besarnya biaya administrasi per unit 

penerimaan pajak. Empat dimensi administrasi perpajakan menurut Nasucha 

dalam Rapina (2011), yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi 

organisasi, dan budaya organisasi. 

Struktur organisasi merupakan susunan yang menggambarkan hubungan 

dari masing-masing bagian atau posisi pada organisasi yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Robinson dalam penelitian Fitriah (2011), 

memaparkan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh pada kepatuhan 

wajib pajak. Madewing (2013) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Modernisasi yang diterapkan dalam struktur organisasi adalah dengan 
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membagi setiap bidang berdasarkan fungsi, tugas dan tanggung jawab sehingga 

akan dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaporkan atau 

menyetorkan pajak yang terutangnya. Adanya kemudahan yang dirasakan oleh 

wajib pajak dalam melaporkan atau menyetorkan pajaknya akan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Hipotesis yang dapat dirumuskan 

dari hal tersebut, yakni: 

H1: struktur organisasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Denpasar Timur. 

 

Lazzaro dalam Fitriah (2011) mengemukakan bahwa prosedur organisasi 

adalah perincian langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari sistem dan rangkaian 

kegiatan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Prosedur organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ismawan dalam 

Fitriah (2011), terdapat beberapa faktor yang dapat menciptakan kepatuhan 

sukarela, yaitu pemberian pelayanan dari fiskus yang baik, prosedur yang dapat 

dipahami dengan mudah, pemantauan terhadap perkembangan tingkat kepatuhan 

setiap tahunnya dan verifikasi yang efektif. Sofyan (2005) di dalam penelitiannya 

menyatakan prosedur organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal 

tersebut, yakni: 

H2: prosedur organisasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Denpasar Timur. 

 

Strategi organisasi merupakan suatu proses penyusunan cara atau langkah 

atau upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai macam peluang, 

sumber daya dan keadaan lingkungan untuk mencapai tujuan dari organisasi 
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(Sofyan, 2005). Melalui penyampaian informasi perpajakan dan penyuluhan 

perpajakan yaitu dengan penyusunan konsep program, sistem dan metode yang 

sistematis dan komperhensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan 

diklat penyuluhan pajak, intensifikasi penerimaan pajak dapat memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak melalui modernisasi strategi organisasi. Sofyan (2005) di 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa strategi organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan 

dari hal tersebut, yakni: 

H3: strategi organisasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Denpasar Timur 

 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai atau kepercayaan yang tumbuh di 

dalam suatu organisasi yang secara tidak langsung menjadi sebuah kebiasaan bagi 

para anggotanya (Sofyan, 2005). Budaya organisasi dapat mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak apabila dalam suatu organisasi tersebut memiliki sumber 

daya yang berkualitas, pelatihan pegawai yang dapat meningkatkan kinerjanya, 

kadernisasi, reward and punishment, reformasi, nilai, moral serta komitmen 

terhadap tugas. Penelitian Sofyan (2005) menghasilkan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut. 

H4: budaya organisasi berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 

 

Sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan yang bersifat mencegah para 

wajib pajak agak tidak patuh dan melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

norma dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2011:59). 
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Sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi pidana dan 

sanksi administrasi. Sanders, et al dan Yadnyana dalam Rohmawati (2012) di 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari hal tersebut, yakni: 

H5: sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal adalah metode 

yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh 

modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. 

Kepatuhan wajib pajak dipergunakan dalam penelitian ini sebagai variabel 

dependen. Kepatuhan wajib pajak (Y) adalah suatu perilaku dari individu wajib 

pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi segala ketentuan perpajakan 

dengan tetap mematuhi peraturan yang ada yang berlaku di dalam negara. 

Sedangkan variabel independennya adalah dimensi dari modernisasi sistem 

administrasi perpajakan yaitu struktur organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), 

strategi organisasi (X3) dan budaya organisasi (X4) serta sanksi perpajakan (X5). 

Variabel independen pertama dalam penelitian ini yaitu struktur organisasi. 

Modernisasi struktur organisasi (X1) merupakan pemodernisasian yang dilakukan 

untuk mengatasi berbagai macam penyimpangan dan penyalahgunaan organisasi 

yang berskala besar. Modernisasi struktur organisasi pada KPP Pratama Denpasar 

Timur diukur dengan adanya pembenahan fungsi pelayanan dan pemeriksaan, 

jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan. 
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Variabel independen kedua dalam penelitian ini yaitu prosedur organisasi. 

Modernisasi prosedur organisasi (X2) merupakan perbaikan yang dilakukan untuk 

meningkatkan pemberian  kualitas pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan 

sesuai dengan undang-undang. Modernisasi prosedur organisasi pada KPP 

Pratama Denpasar Timur dapat diukur dengan perubahan pada metode pemberian 

pelayanan dan pemeriksaan berkas-berkas WP, serta perubahan pada metode 

operasi organisasi. Selanjutnya, modernisasi strategi organisasi (X3) merupakan 

pemodernisasian yang dilakukan dalam membuat atau menyusun rencana operasi 

organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

Modernisasi strategi organisasi pada KPP Pratama Denpasar Timur diukur dengan 

penyebaran dan penjangkauan wajib pajak, serta pelatihan kepada pegawai di 

KPP Pratama Denpasar Timur. 

Modernisasi budaya organisasi (X4) merupakan pembaharuan atau 

penyempurnaan yang dilakukan di dalam kebiasaan lingkungan kerja organisasi. 

Modernisasi budaya organisasi pada KPP Pratama Denpasar Timur dalam hal ini 

diukur dengan nilai dan norma yang berkembang di lingkungan KPP Pratam 

Denpasar Timur yang berupa pandangan terhadap pelaksanaan pekerjaan, 

identitas pekerjaan, dan petugas pajak yang berkualitas dan profesional. 

Selain dari keempat dimensi dari modernisasi administrasi perpajakan, 

penelitian ini juga meneliti variabel penerapan sanksi perpajakan sebagai variabel 

independen yang terakhir. Sanksi Perpajakan (X5) dipandang sebagai jaminan atau 

alat pencegah ketidakpatuhan wajib pajak di dalam menuruti atau mentaati 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk 
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meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran masing-masing variabel diukur 

menggunakan skala likert dengan skala 4. Hal tersebut dilakukan untuk 

menghindari adanya tendensi efek kecenderungan responden memilih jawaban 

ditengah atau jawaban ragu-ragu yang dapat mempengaruhi keandalan data yang 

dihasilkan (Efferin, dkk, 2008:109) 

Penelitian ini menggunakan teknik angket atau kuesioner sebagai metode 

pengumpulan data. Kuesioner diberikan kepada responden secara langsung di 

lokasi penelitian dan hasil kuesioner akan diolah sebagai data pendukung 

hipotesis. Sampel yang digunakan merupakan perwakilan responden yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel yaitu perwakilan responden dari WP OP efektif 

yang terdapat di KPP Pratama Denpasar Timur hingga tahun 2014 sebanyak 

92.040 orang. Sampel ditentukan menggunakan nonprobability sampling dengan 

metode accidental sampling. Rumus Slovin digunakan untuk mengukur jumlah 

serta ukuran sampel sebagai berikut. 

𝒏 =  
𝑵

𝟏+𝑵 ∝𝟐
 …………………. (1) 

Keterangan: 

N = Jumlah Populasi 

n = Sampel 

α
2 

= Persen kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir (α
2
= 10%) 

 

Populasi berjumlah 92.040 WP OP dan margin of error sebesar 10%, maka 

didapat 100 orang WP OP sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data. 

Analisis linear berganda berfungsi untuk mengetahui ketergantungan suatu 

variabel dependen terhadap satu atau lebih variabel independen tanpa adanya 
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variabel moderator. Model analisis regresi linear berganda dirumuskan sebagai 

berikut. 

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ β5X5 + µ…………………….(2) 

Keterangan: 

Y  = Kepatuhan Wajib Pajak 

α   = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

X1  = Struktur Organisasi 

X2  = Prosedur Organisasi 

X3  = Strategi Organisasi 

X4  = Budaya Organisasi 

X5  = Sanksi Perpajakan 

µ = Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Skor jawaban responden dijelaskan dengan analisis statistik deskriptif yang 

menginformasikan karakteristik variabel-variabel dalam penelitian ini berupa 

distribusi frekuensi absolut. Berikut disajikan hasil analisis statistik deskriptif 

pada Tabel 3. 

Tabel 3.  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Struktur Organisasi 100 4.00 15.78 12.5877 3.58193 

Prosedur Organisasi 100 5.00 19.58 15.3853 4.30258 

Strategi Organisasi 100 5.00 19.81 15.4084 4.11835 

Budaya Organisasi 100 4.00 15.69 12.3166 3.68330 

Sanksi Perpajakan 100 4.00 15.33 12.1254 3.67983 

Kepatuhan WP 100 6.00 22.42 17.7699 5.44424 

Valid N (listwise) 100     

Sumber: data diolah, 2015 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa 1) variabel struktur organisasi 

memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 4,00 dan 15,78. 

Nilai rata-rata variabel struktur organisasi sebesar 12,5877 dengan penyimpangan 
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sebesar 3,58193. 2) Nilai minimum dan maksimum dari variabel prosedur 

organisasi masing-masing sebesar 5,00 dan 19,58. Variabel prosedur organisasi 

memiliki nilai rata-rata sebesar 15,3853 dengan penyimpangan sebesar 4,30258. 

3) Nilai minimum dan nilai maksimum variabel strategi organisasi sebesar 5,00 

dan 19,81. Nilai penyimpangan dan rata-rata dari variabel strategi organisasi 

masing-masing sebesar 4,11835 dan 15,4084. 4) Variabel budaya organisasi 

memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 4,00 dan 15,69. 

Nilai rata-rata dari variabel budaya organisasi sebesar 12,3166 dengan 

penyimpangan sebesar 3,68330. 5) Nilai minimum dan maksimum dari variabel 

sanksi perpajakan masing-masing sebesar 4,00 dan 15,33. Variabel sanksi 

perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 12,1254 dengan penyimpangan sebesar 

3,67983. 

Pengujian instrumen dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas. 

Suatu instrumen dinyatakan valid apabila Corrected Item > 0,30. Berdasarkan 

hasil yang disajikan dalam Tabel 4,  nilai Corrected Item seluruh indikator dalam 

setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,30, maka disimpulkan bahwa seluruh 

pernyataan valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila instrumen dalam penelitian 

menghasilkan ukuran yang tetap meskipun digunakan untuk berulangkali. Jika 

suatu variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 maka variabel tersebut 

dapat dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2005:48). Hasil 

pengujian yang didasarkan pada Tabel 5 menyimpulkan seluruh variabel yang 
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digunakan dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur 

instrument kuesioner. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Validitas 
 

Variabel 

 

Indikator 

Corrected Item-Total 

Correlation 

 

Strategi Organisasi (X1) 

X1.1 0,919 

X1.2 0,937 

X1.3 0,937 

X1.4 0,882 

 

Prosedur Organisasi (X2) 

X2.1 0,892 

X2.2 0,882 

X2.3 0,857 

X2.4 0,823 

X2.5 0,940 

 

Strategi Organisasi (X3) 

X3.1 0,770 

X3.2 0,877 

X3.3 0,880 

X3.4 0,850 

X3.5 0,777 

 

Budaya Organisasi (X4) 

X4.1 0,921 

X4.2 0,949 

X4.3 0,908 

X4.4 0,897 

 

Sanksi Perpajakan (X5) 

X5.1 0,871 

X5.2 0,886 

X5.3 0,892 

X5.4 0,925 

 

 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 

Y1 0,875 

Y2 0,965 

Y3 0,948 

Y4 0,918 

Y5 0,926 

Y6 0,937 

Sumber: Data diolah, 2015 

Tabel 5. 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha 

Struktur Organisasi (X1) 0,938 

Prosedur Organisasi (X2) 0,925 

Strategi Organisasi (X3) 0,888 

Budaya Organisasi (X4) 0,938 

Sanksi Perpajakan (X5) 0,914 

Kepatuhan WP (Y) 0,968 

Sumber: Data diolah, 2015 

Model regresi yang berdistribusi normal atau mendekati normal dapat 

dikatakan sebagai model regresi yang baik. Berdasarkan hal tersebut dilakukan uji 
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normalitas untuk mengetahui terdistribusi normal atau tidak variabel yang 

digunakan. Statistik Kolmogorov-Smirnov Test digunakan untuk pengujian 

normalitas. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > α=0,05 maka data berdistribusi 

normal dan begitu sebaliknya (Ghozali, 2005:160). Hasil perhitungan 

Kolmogorov-Smirnov Test tersebut disajikan dalam Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. 

Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test) 

  Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.85952869 

Most Extreme Differences Absolute .103 

Positive .062 

Negative -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.027 

Asymp. Sig. (2-tailed) .242 

Sumber: Data diolah, 2015 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test yang disajikan pada Tabel 6 

menyimpulkan bahwa model regresi yang digunakan berdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi, maka dari itu 

dilakukan uji multikolinearitas untuk mengetahuinya. Berdasarkan nilai tolerance 

atau variance inflation factor (VIF) peneliti dapat mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi. Jika nilai tolerance > 10% atau nilai VIF < 

10, maka model dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 

2005:106). Simpulan yang didapat dari hasil pengujian multikolinearitas yang 

disajikan pada Tabel 7, yakni tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi 

ini karena nilai nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF 

seluruh variabel kurang dari 10. 
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Tabel 7. 

Hasil Uji Multikolinearitas 
No. Variabel Tolerance VIF 

1. Struktur Organisasi 0,408 2,452 

2. Prosedur Organisasi 0,290 3,446 

3. Strategi Organisasi 0,330 3,034 

4. Budaya Organisasi 0,358 2,794 

5. Sanksi Perpajakan 0,556 1,799 

Sumber: Data diolah, 2015 

Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varian pada model 

regresi maka dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. 

Pengujian ini membandingkan taraf signifikan, jika hasil sig > 0,05, maka model 

regresi terbebas dari heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:143). Hasil pengujian 

Glejser untuk pengujian heteroskedastisitas yang disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8. 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
No. Variabel Sig. 

1. Struktur Organisasi 0,603 

2. Prosedur Organisasi 0,087 

3. Strategi Organisasi 0,186 

4. Budaya Organisasi 0,633 

5. Sanksi Perpajakan 0,942 

Sumber: Data diolah, 2015 

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 8, dapat disimpulan bahwa 

pengujian ini yaitu model regresi yang digunakan terbebas dari 

heteroskedastisitas. 

Untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya 

digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian analisis regresi linear 

berganda pada Tabel 9, disajikan nilai koefisien regresi dari variabel independen 

yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut diperoleh persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut. 

Y= (-1,205) + 0,297 (X1) + 0,254 (X2) + 0,269 (X3) + 0,294 (X4) + 0,294 (X5) + e 
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Tabel 9. 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Variabel Koefisien Regresi Sig.t  

Konstanta= -1,205 

 

Adjusted R Square= 0,709 

 

F sig.= 0,000 

Struktur Organisasi 0,297 0,023 

Prosedur Organisasi 0,254 0,049 

Strategi Organisasi 0,269 0,034 

Budaya Organisasi 0,294 0,030 

Sanksi Perpajakan 0,294 0,007 

Persamaan regresi linear berganda: 

Y = (-1,205) + 0,297 (X1) + 0,254 (X2) + 0,269 (X3) + 0,294 (X4) + 0,294 (X5) + e 

Sumber: Data Diolah, 2015 

Berdasarkan persamaan tersebut maka diketahui konstanta besarnya (-1,205) 

mengandung arti jika variabel struktur organisasi (X1), prosedur organisasi (X2), 

strategi organisasi (X3), budaya organisasi (X4) dan sanksi perpajakan (X5) 

dianggap konstan pada angka 0 (nol), maka kepatuhan WP OP (Y) akan menurun 

sebesar 120,5 persen. Koefisien regresi struktur organisasi (X1) sebesar 0,297, 

dapat diartikan apabila struktur organisasi meningkat satu persen, maka terjadi 

peningkatan 29,7 persen pada kepatuhan WP OP, dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap konstan. Koefisien regresi prosedur organisasi (X2) sebesar 0,254, dapat 

diartikan apabila prosedur organisasi meningkat satu persen, maka terjadi 

peningkatan 25,4 persen pada kepatuhan WP OP, dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap konstan. Koefisien regresi strategi organisasi (X3) sebesar 0,269, dapat 

diartikan apabila strategi organisasi meningkat satu persen, maka terjadi 

peningkatan 26,9 persen pada kepatuhan WP OP, dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap konstan. Koefisien regresi budaya organisasi (X4) sebesar 0,294, dapat 

diartikan apabila budaya organisasi meningkat satu persen, maka terjadi 

peningkatan 29,4 persen pada kepatuhan WP OP, dengan asumsi variabel lainnya 

dianggap konstan. Sanksi perpajakan (X5) memiliki koefisien regresi sebesar 

0,294 yang dapat diartikan apabila sanksi perpajakan meningkat satu persen, maka 
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terjadi peningkatan 29,4 persen pada kepatuhan WP OP, dengan asumsi variabel 

lainnya dianggap konstan. 

Kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependennya 

diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi. Nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R square (R
2
). Nilai adjusted R 

square (R
2
) disajikan pada Tabel 9 yaitu sebesar 0,709. Hasil ini dapat diartikan 

bahwa pengaruh variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi 

organisasi, budaya organisasi dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 

70,9 persen pada kepatuhan WP OP dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

Untuk menguji layak atau tidaknya model penelitian maka dilakukan uji 

kelayakan model (Uji F). Jika hasil dari Uji F menyatakan signifikan F atau 

Probabilities value ≤ 0,05, maka model dalam penelitian ini dinyatakan layak. 

Berdasarkan Tabel 9, nilai Sig. F sebesar 0,000 < 0,05, maka simpulan yang 

didapat yakni variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, 

budaya organisasi dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada variabel 

kepatuhan wajib pajak, dan model penelitian dikatakan layak atau variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen. 

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen 

pada variabel dependennya. Taraf nyata (α) yang digunakan 0,05 atau 5 persen. 

Ha diterima atau variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, jika tingkat signifikansi thitung ≤ α = 0,05, dan begitupula 

sebaliknya. Nilai dari tingkat signifikansi thitung pada pengujian ini disajikan dalam 
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Tabel 9. Berdasarkan Tabel 9 dapat ditarik simpulan hasil penelitian yaitu dengan 

nilai β1= 0,297 dan signifikansi thitung pada uji t sebesar 0,023 yang menunjukkan 

nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan pada pengujian ini 

sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi memiliki 

pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak yang artinya hipotesis pertama (H1) 

diterima. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Candra, dkk (2011), 

Madewing (2013) dan Aminah (2014) yang menyatakan adanya pengaruh positif 

struktur organisasi pada kepatuhan wajib pajak. Struktur organisasi 

memperlihatkan hubungan dari setiap bagian pada organisasi yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Modernisasi struktur organisasi 

ditunjukkan dengan adanya perubahan bentuk kantor pelayanan pajak yang 

sebelumnya berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi, serta terdapat 

spesifikasi tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan dibentuknya bagian 

pengawasan, penagihan dan pemeriksaan. Dengan diterapkannya modernisasi 

struktur organisasi kerja yang lebih baik, wajib pajak akan lebih mudah dalam 

melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. 

Berdasarkan Tabel 9 hasil pengujian pada hipotesis kedua (H2) 

memperlihatkan bahwa variabel prosedur organisasi berpengaruh positif pada 

kepatuhan wajib pajak dengan nilai β2= 0,254 dan signifikansi thitung pada uji t 

sebesar 0,049 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

ditentukan pada pengujian ini sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan pada 

pelaksanaan modernisasi prosedur organisasi di KPP Pratama Denpasar Timur 

memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan 
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wajib pajak. Prosedur organisasi yang dimodernisasi akan memberikan 

kemudahan bagi wajib pajak karena terjadi peningkatan dalam pemberian 

pelayanan, pemeriksaan pajak, pemabaharuan dalam sistem informasi, dan e-

system sehingga akan memberikan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas 

pada peningkatan prosedur organisasi di KPP Pratama Denpasar Timur ini akan 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Sofyan (2005) dan Rapina, dkk (2011) yang menyatakan bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan prosedur organisasi pada kepatuhan wajib pajak. 

Hasil pengujian pada hipotesis ketiga (H3) menunjukkan variabel strategi 

organisasi memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

berdasarkan Tabel 9 yang menunjukkan nilai β3= 0,269 dan signifikansi thitung 

pada uji t sebesar 0,034 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditentukan pada pengujian ini sebesar 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Denpasar Timur, modernisasi strategi 

organisasi memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Sofyan (2005), Rapina, 

dkk (2011) dan Fitriah (2011) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh strategi 

organisasi pada kepatuhan wajib pajak. Strategi organisasi merupakan perilaku 

yang memanfaatkan segala kondisi atau situasi di lingkungan sekitar dengan 

melihat berbagai macam peluang yang ada dan sumber daya agar dapat mencapai 

tujuan dari oragnisasi tersebut. Diterapkannya strategi organisasi yang modern 

pada KPP Pratama Denpasar Timur, wajib pajak dapat dengan mudah melakukan 

kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pembayaran pajak yang dapat 
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dilakukan secara online melalui internet banking atau ATM serta meningkatkan 

kesadaran wajib pajak dengan dilakukannya kampanye sadar dan peduli pajak 

yang akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 

Hasil pengujian pada hipotesis keempat (H4) yakni variabel budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

berdasarkan Tabel 9 yang menunjukkan nilai β4= 0,294 dan signifikansi thitung 

pada uji t sebesar 0,030 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditentukan pada pengujian ini sebesar 0,05. Berdasarkan hasil 

dari penelitian dapat disimpulkan bahwa modernisasi budaya organisasi 

memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

khususnya WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Sofyan (2005), Fitriah (2011) dan Aminah (2014) yang 

menyatakan terdapat pengaruh budaya organisasi pada kepatuhan wajib pajak. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, penerapan budaya organisasi yang 

modern pada KPP Pratama Denpasar Timur dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dengan adaya dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

professional sehingga memudahkan pelayanan kepada wajib pajak serta 

diterapkannya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang dapat 

membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pegawai pajak. 

Sanksi perpajakan dipandang sebagai jaminan atau alat pencegah ketidak 

patuhan wajib pajak atau wajib pajak yang tidak menuruti atau mematuhi 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil pengujian pada hipotesis 

keempat (H4) penelitian ini berdasarkan Tabel 9 nilai β4= 0,294 dan signifikansi 
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thitung pada uji t sebesar 0,007 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang ditentukan pada pengujian ini sebesar 0,05 menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh positif variabel sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di 

KPP Pratama Denpasar Timur. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Surliani (2014) dan Indriyani (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi akan dikenakan kepada 

wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh pada peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan sanksi dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang 

dilakukan. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang tegas dan sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan diharapkan dapat menimbulkan efek jera sehingga 

wajib pajak dapat disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan 

berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar 

Timur. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil pembahasan serta 

analisis hasil penelitian, yakni: 

a. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berdimensi struktur 

organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KPP 

Pratama Denpasar Timur. Artinya, bahwa semakin tingggi tingkat penerapan 

sistem administrasi modern di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat 

kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. 
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b. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur. Artinya, semakin tinggi tingkat 

penerapan sanksi perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur maka tingkat 

kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka 

saran yang dapat diberikan, yakni: 

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur: 

1) Diperlukannya peningkatan fungsi dari Account Representative yang 

khusus bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara langsung. 

2) Mengoptimalkan penggunaan program e-system serta memaksimalkan 

konsep pelayanan satu pintu melalui Account Representative. 

3) Mengoptimalkan kegiatan peningkatan penerimaan pajak dalam hal 

pemungutan pajak melalui pemblokiran rekening wajib pajak serta 

melakukan pencegahan dan penahanan. 

4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional di KPP 

Pratama Denpasar Timur. 

5) Perlu dilakukannya sosialisasi sanksi perpajakan kepada para wajib pajak. 

b. Bagi peneliti selanjutnya: 

1) Penelitian selanjutnya lebih memperluas wilayah penelitian serta 

menambah jumlah responden penelitian untuk lebih memperluas persepsi 

wajib pajak mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi dan 

sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. 
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2) Disarankan untuk meneliti pengaruh modernisasi sistem administrasi 

perpajakan sebelum dan sesudah diterapkan pada tingkat kepatuhan wajib 

pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan lebih difokuskan pada indikator-

indikator dalam dimensi sistem administrasi modern yang lebih dominan 

memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. 
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